
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NoMoR t6 reHuN 2or2

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 201 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang I a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2Ol2 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20lt, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan
dan eetanja Daerah Tahun Anggaran 2OlL sebagai

rincian iebih lanjut dari Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2OlI;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Oll;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.
Republik Indonesia Tahun 1 945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

ilo-ot 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 18221;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi d".t Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1935 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun lgg4 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Ig94 Nomor 62, TambahaT

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); l"'

3.
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2OO4Nomor5,Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor a355);

7 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan -Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomora4oo);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

sistim Peren--canaan Pembangunan Nasional

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oo4
Nomor IO4, Tl"mbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2ll;

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan 
-Daerah (kmbaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2oa4 Nomor 125, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2OO8 tentang peirUatran Kedua Atas Undang-Undang

Nomor32Tahun2oo4tentangPemerintahanDaerah
(l,embaran Negara Repullik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 59, fi-mUatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8a\;
1O. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan KEuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan oaerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126' Tambahan

Lembaran Negara Republik Ind'onesia Nomor aa38);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Ifabupaten Bolaang Mongondow Utara

di Provinsi sulawesi utara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 12' Tambahan 
tr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4b6b); lv
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12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak

Daerah dan Retribusi Daerah (t.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

13. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OII tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523al.;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOI tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOI Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO9O);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OAl tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOl Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aL39);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OOl tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOI Nomor II9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBgl;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 90,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4476) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO5 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(kmbaran Negara Republiklndonesia Tahun 2OO5 Nomor
94, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSaQ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O3);

19. krahrran Femerintah Nomor 32 Tahun 2OO5 tentang
kngelolaan Keuangan Badan L^ayanan Umum tl€mbamn
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor aW2); L
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 457a|;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor I37, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor a5761;

22. Perattran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistim Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578ll'

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman PenSrusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6Ial;

27 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I
Nomor a89O); ' L'
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 119, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

3O. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2OlO tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2OLO-2O14;

32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2OL2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2OIO tentang Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 155, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OO7

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 20ll tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2O06;

35. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Telcris Pengelolaan Barang Milik Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemelihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2OO9 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2OOT tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemelihan Umum Kepala I
Daerah dan W-akil KePala Daerah; /\'
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37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.O7 l2OO8 tentang Hibah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2OO9 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana
Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2OlO Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OO9 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah;

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK. OS l2OOg tentang Sistem Akuntansi Hibah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2OIO tentang Pedoman pelaksanaan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2g Tahun
2OIO tentang Penyelarasan Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2olo-2o14 (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2OIO Nomor 229);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OlO tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 517);

43. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tirtlrn 2olr
tantang Fedoman Femberian Hibah dan Bantuan sosialyang
bersr-rmber dari Angaran pendapatan dan Beranja Daerah
(Berita Negara Republik hrdonesia Tah'n 2orl Nomor 45o)
sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Merrteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2ol2 tentang Ferubahan Atas
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2or1
tentang Homan Femberian Hibah dan Bantuan sosial yang
bersumber dari nngaran perrdapatan dan Belanja Daerah;

44. Perat';n,n Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2oll
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita .
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 69al; L
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45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
16O/PMK.O7 I 2OI1 tentang Pelaksanaan penyaluran
Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2OII;

46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9O3 I Menkes /Per / V I 2OlI tentang pedoman pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 396);

47 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 / MENKES
/ PER I XII l2OIl tentang petunjuk Teknis Jaminan
Persalinan;

48. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13S/MENKES/PB/tI/ 2OO9 d,an
Nomor 12 tahun 2OO9 tentang pedoman Tarif
Pelayanan Kesehatan bagi peserta pr Askes (persero)
dan anggota keluarganya dipuskesmas, balai
kesehatan masyarakat dan rumah sakit;

49. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2oog tentang
Urusan Pemerintah wajib dan pilihan yang menjadi
kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow utara (Lembaran Daerah Kabupatei
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2O0g Nombr 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boraang
Mongondow Utara Nomor 2);

50. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2oro tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OIl
(kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mon$ndow utara
Tahun 2olo Nomor 13, Tambahan-kmblran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 59);

51. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2o1r tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan
14r" Anggaran 2}ll (Lembaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2orr Nombr 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Nomor 62);

52. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2or2 tentangPertanggungjawaban pelaksanaan enggarai
Pendapatan 

-dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
?O11 (Lembaran Daerah Kabupaten eolaang
Mongondow Utara Tahun 2Ol2 Nombr 6, Tambahan
l,embaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow rUtara Nomor 69); o 

l^,
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2O1 1.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2OII terdiri atas:
a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 7.3I8.745.681,0O
2. Dana Perimbangan Rp. 354.725.729.41 1,00
3. tain-lain perrdapatan yang sah Rp. 34.428.85 1 .O8O,0O

Jumlah Pendapatan Rp. 396.473.326.172,00
b. Belanja

1. Belanja tidak langsung
a) Belanja Pegawai Rp. 1O3.230.159.6L8,25
b) Belanja Bunga RP. 0,OO

c) Belanja Subsidi RP. 0,O0
d) Belanja Hibah Rp. 4.554.760.500,00
e) BelanjaBantt-ranScial Rp. 3.927.98I.879,OO
0 Belanja Bagi Hasil RP. 0,0O

d B@iaBmtranKeurgan Rp. 1 1.359.050.000,00
tt Belanja tak terduga Rp. 5O.0OO.O00,00

2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai Rp. 9.930.882.303,00
b) Belanja Barang/Jasa Rp. 88.238.969.515,0O
c) Belanja Modal Rp. 178.968.835.745,00

Jumlah Belanja Rp. 4O0.260.639.560,31
Surplus/(Defisit) Rp. (3.787.313.388,31)

3. Pembiayaan
a) Penerimaan Rp. 26.243.746.854'00
b) Pengeluaran Rp. 0,00

Jumlah krnbiayaan Netto Rp. 26.243.7 46.854,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenan Rp. 2t.262-666.O6O,69

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan I
Bupati ini. 

-- - F -- -- l\ I
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Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi €ulggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi €rngg€rran sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada taleggal. 22 tlowrlwl- )ot)

UTARA, L'GONDOW

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal, 72 1Or.trMG€p zalz

SEKRETARIS DAERAH
KABU PATEN B O LAA Nq4VrO NF O N D OW UTARA,

POSUMAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOIAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR 16


